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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N

Nomor 4497/Pdt.G/2023/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Cibinong yang memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon,  NIK XXX, lahir di  Bogor,  tanggal  28 Mei  1988 (umur 35  tahun),

agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal di XXX, Kota Depok, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Bogor, tanggal 21 November 1989 (umur 33 tahun), agama

Islam, pendidikan terakhir  SMK,  pekerjaan karyawan swasta,

tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 04 Agustus 2023

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register

perkara Nomor 4497/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2023 yang pada

pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  12  Februari  2012  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXX  tertanggal  13  Februari

2012;
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2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal terakhir di XXX, Kota Depok;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah behubungan sebagaimana layaknya suami  dan istri  (ba’da  dukhul),

dan  telah  dikaruniai  2  (Dua)  orang  anakyang  bernama;XXXX,  saat  ini

berada dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa,  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2021 rumah tangga

antara  Pemohon  dan  Termohon  mulai terjadi  perselisihan  secara  terus

menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Termohon  memiliki  hubungan  dengan  Pria  Idaman Lain

yang diketahui  Pemohon berdasarkan Percakapan di  Handphone dan

Tergugat mengakuinya; 

b. Bahwa Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon;

c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa,  puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon terjadi  pada bulan September tahun 2022, lalu  Termohon

keluar dari rumah tempat tinggal Bersama. Sejak saat itu antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami

dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;

7.  Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak

berhasil;

8. Bahwa,  ikatan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik

diputus karena perceraian;

9. Bahwa,  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal  tersebut di  atas,  Pemohon memohon agar Ketua

Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i  terhadap Termohon (Termohon)  di  hadapan sidang Pengadilan

Agama Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum

yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk  menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan  Termohon, akan tetapi

tidak berhasil. 

Bahwa telah  dibacakan  surat  permohonan tersebut  dimana Pemohon

tetap pada permohonannya;

       Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengaajukan  bukti  surat  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Cibinong

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX tanggal 13 Februari 2012,

bukti  surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya,

ternyata sesuai, diberi tanda P; 

Bahwa  Pemohon  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  ke

persidangan,  masing-masing  di  bawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Saksi I, menerangkan:

 Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon sejak  bulan Agustus 2021 sudah tidak harmonis dan sering

terjadi  pertengkaran,  saksi  mengetahuinya  karena  pernah  melihat

pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

 Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki

pria idaman lain, Temohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar

tanpa seizin Pemohon;

 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah

sejak bulan September 2022 yang disebabkan Termohon pergi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon  tetapi  tidak  berhasil,  dan  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, menerangkan: 

 Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Pemohon  sebagai  tetangga

Pemohon  karenanya  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,

keduanya  adalah  suami  isteri  dan  selama  pernikahan  mempunyai  2

(dua) orang anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi

pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran

Pemohon dengan Termohon;

 Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki

pria idaman lain, Temohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar

tanpa seizin Pemohon;

 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah

sejak 11 bulan yang disebabkan Termohon pergi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon  tetapi  tidak  berhasil,  dan  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan Pemohon dan Termohon;;
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       Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

telah tertuang dalam berita acara sidang dan tidak mengajukan apapun lagi

hanya mohon putusannya saja;

       Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohon

yang  menikah  pada  tanggal  12  Februari  2012,  oleh  karena  itu  Pemohon

mempunyai  legal  standing dan  mempunyai  kapasitas  sebagai  pihak  dalam

perkara aquo, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk

diperiksa lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  perkara  aquo adalah  perkara  Cerai  Talak  yang

merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus,

sebagaimana maksud Pasal  49 huruf  (a)  dan Penjelasan Pasal  49 ayat  (2)

angka (8)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 yang telah  diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  dan telah diajukan di  domisili  Termohon,  oleh karenanya permohonan

tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-

Undang Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa

alasan  yang  sah,  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai kuasanya maka kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan

permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang,  bahwa  perkara  Cerai  Talak  adalah  termasuk  sengketa

perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian

dengan  bantuan  Mediator,  namun  oleh  karena  Termohon  selama

berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 4497/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan

perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2)

huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Mediasi,  namun  demikian  majelis  telah  berupaya  mendamaikan  dengan

memberikan  nasehat  kepada  Pemohon  agar  tetap  mempertahankan

perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap

pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan

cerai talak dengan dalil-dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,

disebabkan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  telah

mengakibatkan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sejak  bulan  September

2022 berpisah rumah;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Pemohon tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  163 HIR jo.  Pasal 1685 KUH

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti  surat  P,  Majelis  menilai  telah memenuhi  syarat  formil  dan

materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  165  HIR  juncto Pasal  1870

KUHPerdata,  bukti  P tersebut  membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon

adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 12 Februari 2012;

      Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh

karena itu dapat dipertimbangkan; 

     Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut maka Majelis Hakim

mendapat fakta-fakta sebagai berikut:
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1. Antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi

pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon  memiliki  pria  idaman  lain,

Temohon  tidak  taat  kepada  Pemohon  dan  sering  keluar  tanpa  seizin

Pemohon;

2. Antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  berpisah  rumah  sejak  bulan

September  2022  yang  disebabkan  Termohon  pergi  yang  disebabkan

Termohon pergi;

3. Pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah

tangga  dengan  Termohon  namun  tidak  berhasil  dan  saksi  sudah  tidak

sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

      Menimbang, bahwa dari  fakta-fakta tersebut di  atas secara eksplisit

menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

berjalan dengan rukun dan harmonis;

        Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang

sesuai  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  sebagaimana  tersirat

dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ورََحْمَة              مّودَةًّ بيَنْكَمُ وجََعلََ إليَهْاَ إ لتّسَْكنُوُا أزَْواَجًا كمُْ أنَفُسإ مّنْ لكَمُ خَلقََ أنَْ إهإ ءاَياَت ومَإنْ

Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang.

Dan tujuan perkawinan tersebut sulit untuk dapat terwujud dalam rumah tangga

Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai  ketentuan Pasal  33 Undang-Undang

Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan

memberi  bantuan  lahir  dan  bathin  yang  kepada  yang  lain,  namun  dengan

melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon  dan fakta hukum dimana

keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah rumah,  sehingga

hak dan kewajiban suami  istri  yang dimaksud oleh ketentuan tersebut  tidak

mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
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Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Pemohon  dan  Termohon

sudah berpisah rumah  maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

lagi  menunaikan  kewajibannya  masing-masing,  fakta  tersebut  merupakan

indikasi tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun

lagi  dalam rumah tangga. Indikasi  tersebut diperkuat lagi  dengan terlihatnya

tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  objektif  kehidupan  rumah  tangga

seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

mencerminkan  sebagai  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  bahagia  karena

masing-masing telah menjalani kehidupan sendiri-sendiri  yang pada akhirnya

menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  pengadilan  berpendapat  bahwa  permohonan  Pemohon  terbukti  telah

memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor  9  tahun  1975  jo  pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh

karenanya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk

ikrar  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang,  bahwa  kepada  Termohon  telah  dinyatakan  tidak  pernah

hadi  dipersidangan dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  125  HIR  permohonan  Pemohon  dikabulkan

secara verstek;

 Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Pemohon  yang

jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat  semua peraturan perundang-undangan serta  dalil  syar’iyah

lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  Pemohon (Pemohon)  untuk  menjatuhkan talak  satu  raj’i

terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Cibinong;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Dra.  Hj.  Detwati,  M.H. dan  Dra.  Hj.  Budi  Purwantini,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriyati, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H. Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Helda Fitriyati, S.H.

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 490.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
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-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp            10.000,00  

J u m l a h : Rp 610.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ...................

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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